Peranan hukum dalam perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat by Setyawan, Iwan
Penyempurnaan Materi Undang-undang No. 1 Tahun 1974         149
Peranan Hukum dalam Perubahan Sosial yang Terjadi 
pada Masyarakat
Iwan Setyawan
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Abstrak: Pada masyarakat yang sedang membangun seperti masyarakat Indonesia 
penegakan hukum akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, 
fungsi hukum di satu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah 
masyarakat menjadi lebih baik dan di lain pihak untuk mempertahankan susunan 
masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi 
di masa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembahauan masyarakat 
yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang 
hendak dicapai, sedangkan sumber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-
penelitian terhadap masyarakat di berbagai-bagai bidang kehidupan. Data yang sudah 
diperoleh kemudian diabstraksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma 
hukum yang kemudian disusun menjadi tata hukum. Negara Indonesia sebagai negara 
hukum memberikan pengertian bahawa segala tindak-tanduk dan sikap tata laku 
setiap warga negara mahupun pemimpin harus didasarkan oleh hukum. Konsekuensi 
inilah yang harus dijalankan sebagai negara yang menamakan dirinya sebagai negara 
hukum. Hukum dibuat dimaksudkan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat 
walaupun sering pada implementasinya belum secara sempurna dapat dilakukan. 
Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat yang dapat 
mempengaruhi sistem sosial, Perubahan sosial dalam masyarakat adalah suatu produk 
dengan berbagai faktor, dan dalam banyak hal, hubungan antar faktor-faktor tersebut. 
Selain faktor hukum, ada beberapa mekanisme perubahan lainnya, seperti faktor-
faktor teknologi, ideologi, kompetisi, konflik, ekonomi, dan politik, serta masalah 
struktural (structural strains).  Semua mekanisme tersebut dalam kebanyakan hal 
saling berhubungan. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum 
atau sebaliknya, tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan-
keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan 
unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang 
sebaliknya terjadi. Apabila terjadi hal demikian, maka terjadilah suatu social lag iaitu 
suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-
lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan.
PENDAHULUAN
Pada masa sekarang ini manusia mengalami lompatan besar di bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Berkat ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia telah banyak 
melahirkan penemuan-penemuan baru di bidang kedoktoran, astronomi, biologi, 
kimia, desain-desain gadget, fashion dan lain sebagainya. Kesulitan alat transportasi 
yang menghubungkan antara wilayah atau kesulitan komunikasi telah dapat diatasi 
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dengan dihasilkannya teknologi di bidang transportasi dan komunikasi seperti internet 
misalnya. Bumi seakan hanya bola kecil yang mudah dijangkau (Bisri M Djaelani, 
2006, hlm. 2).
Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat tersebut pada dewasa 
ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat 
keberbagai belahan dunia tanpa mengenal batas ruang dan waktu, antara lain berkat 
adanya komunikasi moden dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. 
Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modenisasi 
pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain kejadian yang di suatu 
tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat 
tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut. Perubahan-perubahan dalam 
masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaedah-kaedah, pola-pola perilaku, organisasi, 
struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan 
lain sebagainya, perubahan ini  mempengaruhi pola perilaku peradaban masyarakat.
Oleh karena luasnya bidang di mana mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut, 
maka perubahan-perubahan tadi sebagai proses hanya akan dapat diketemukan oleh 
seseorang yang sempat meneliti dari kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu 
tertentu dan kemudian membandingkannya dengan susunan serta kehidupan masyarakat 
tersebut pada waktu yang lampau. Seseorang yang tidak sempat untuk menelaah 
susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia, misalnya, akan berpendapat 
bahawa masyarakat desa tersebut tidak maju dan bahkan tidak berubah sama sekali. 
Pernyataan tersebut di atas biasanya didasarkan atas suatu pandangan sepintas lalu 
yang kurang teliti serta kurang mendalam, oleh karena tidak ada suatu masyarakat 
pun yang berhenti pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya sepanjang 
masa. Sulit untuk menyatakan bahawa masih banyak masyarakat-masyarakat desa di 
Indonesia yang masih terpencil.
Para sarjana sosiologi pernah mengadakan suatu klasifikasi antara masyarakat yang 
statis dengan masyarakat yang dinamis. Masyarakat yang statis dimaksudkan sebagai 
suatu masyarakat di mana terjadinya perubahan-perubahan secara relatif sedikit sekali, 
sedangkan perubahan-perubahan tadi berjalan dengan lambat. Masyarakat yang 
dinamis merupakan masyarakat yang mengalami pelbagai perubahan-perubahan yang 
cepat. Memang, setiap masyarakat pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat 
yang statis, sedangkan pada masa lainnya dianggap sebagai masyarakat yang dinamis. 
Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan belaka, akan 
tetapi dapat pula berarti suatu kemunduran dari masyarakat yang berangkutan yang 
menyangkut bidang-bidang tertentu.
Sebagai suatu pedoman menurut Selo Soemarjan, bahawa kiranya dapatlah dirumuskan 
bahawa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan yang terjadi 
pada lembaga-lembaga sosial di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem 
sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan 
di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari perumusan tersebut kiranya 
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menjadi jelas bahawa tekanan diletakkan pada lembaga-lembaga sosial sebagai 
himpunan kaedah-kaedah dari segala tingkatan yang berkisar pada keperluan-
keperluan pokok manusia, perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-
segi lainnya dari struktur masyarakat (Muliadi Nur, 25 Mac 2008).
Pada keadaan di mana terjadi banyak perubahan sosial seperti yang diuraikan di atas 
maka sebagai masyarakat yang bernegara dan memiliki hukum yang berlaku dalam 
tatanan kehidupan maka peranan hukum sangatlah diharapkan dapat berperan aktif 
dalam menjaga agar perubahan sosial yang terjadi tidak menimbulkan benturan dan 
gesekan dalam kehidupan masyarakat.
Pada masyarakat yang sedang membangun seperti masyarakat Indonesia penegakan 
hukum akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi 
hukum di satu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat 
menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang 
telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di masa lalu.
Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembahauan masyarakat yang sedang 
pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak 
dicapai, sedangkan sumber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian 
terhadap masyarakat di berbagai-bagai bidang kehidupan. Data yang sudah diperoleh 
kemudian diabstraksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang 
kemudian disusun menjadi tata hukum. 
Karena hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, 
maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. 
Ini berarti bahawa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang 
luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia iaitu masyarakatnya yang 
heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeza-beza, mulai dari yang 
sederhana sampai pada masyarakat yang kompleks, maka akan dihadapkan pada 
diferensiasi yang berbeza-beza pula yang akhirnya membawa akibat pada struktur 
masing-masing masyarakat.
Masyarakat transisi yang mengalami proses dari yang sederhana ke kompleks tidak 
jarang dihadapkan pada sebagian nilai yang harus ditinggalkan, tetapi ada pula yang 
harus dipertahankan karena mendukung proses penyelesaian masa transisi. Memang 
setiap pembangunan merupakan proses menuju suatu tujuan tertentu melalui berbagai-
bagai terminal, selama terminal-terminal tadi masih harus dilalui maka transisi masih 
akan tetap ada.
Pada masyarakat yang sederhana, hukum timbul dan tumbuh bersama-sama dengan 
pengalaman-pengalaman hidup warga masyarakatnya. Di sini penguasa lebih 
banyak mengesahkan atau menetapkan hukum yang sebenarnya hidup dimasyarakat. 
Akan tetapi hal yang sebaliknya agaknya terjadi pada masyarakat yang kompleks. 
Kebhinekaan masyarakat yang kompleks menyebabkan sulit untuk memungkinkan 
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timbulnya hukum dari bawah. Diferensiasi yang tinggi dalam strukturnya membawa 
konsekuensi pada aneka macam kategori dan kepentingan dalam masyarakat dengan 
kepentingan-kepentingan yang tidak jarang saling bertentangan. Walaupun hukum 
datang dan ditentukan dari atas, sumbernya tetap dari masyarakat (Muliadi Nur. (25 
Mac 2008).
Hukum didambakan oleh masyarakat dapat maksimal dalam menjaga ketertiban 
dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apalagi di masa 
seperti sekarang ini di mana tahap perubahan sosial yang terjadi sangat cepat yang 
mana perubahan itu sering kali menimbulkan goncangan dalam hubungan sosial 
bermasyarakat. 
PERANAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
Sudah menjadi Sunatullah bahawa manusia sejak lahir sampai meninggal dunia, hidup 
di antara dan dengan manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal ini disebabkan 
manusia cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama. Kenyataan ini 
oleh filsuf Aristoteles disebut sebagai Zoon Politicon, yang menurut beliau manusia 
itu adalah makhluk sosial dan politik. Sedangkan P.j Bouman mengatakan bahawa 
manusia itu baru menjadi manusia karena ia hidup bersama dengan manusia lainnya 
(Dudu Duswara Machmudin, 2000, hlm. 10).
Bagi manusia, melakukan hubungan-hubungan sosial sudah merupakan perintah 
alam. Hal ini karena manusia tidak bisa memenuhi keperluannya dalam hidup dalam 
keadaan terisolasi dan terpisah dengan alam dan manusia lainnya karena dia senantiasa 
memerlukan orang lain untuk melakukan kerjasama dan saling membantu dengan 
manusia lain.
Meskipun demikian, masing-masing individu dalam masyarakat sudah tentu memiliki 
kepentingan yang kadang-kadang sama dan sering pula berbeza. Perbezaan kepentingan 
tersebut apabila dibiarkan lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan. 
Pertentangan kepentingan ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam 
masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya (Dudu Duswara 
Machmudin, 2000, hlm. 10). Aturan itu sering disebut dengan norma, ada norma 
kesusilaan, norma kesopanan, norma Agama dan Norma Hukum. Di antara norma-
norma tersebut kita akan membahas lebih lanjut mengenai peran norma hukum dalam 
kehidupan masyarakat.
Pertanyaan mengenai apa arti hukum itu yang sebenarnya dan fungsi hukum dalam 
masyarakat, dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar apakah tujuan hukum itu. 
Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban 
(order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum keperluan 
terhadap ketertiban ini, syarat yang fundamental bagi adanya suatu masyarakat 
manusia yang teratur.
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Ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta objektif yang berlaku 
bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Mengingat bahawa kita tidak 
mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat, maka 
manusia, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-
pisahkan. 
Di samping ketertiban menurut Prof, Muchtar Kusumaatmaja tujuan lain dari hukum 
adalah tercapainya keadilan yang berbeza-beza si dan ukurannya, menurut masyarakat 
dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya 
kepastian dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Yang penting sekali 
bukan saja bagi suatu kehidupan masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak 
bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Tanpa kepastian 
hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tidak mungkin 
mengembangkan bakat-bakat dan kemampuannya secara optimal di dalam masyarakat 
tempat dia hidup (Gatot Sugiharto, 30 Julai 2009).
Dari apa yang telah terurai di atas dapat disimpulkan bahawa, hukum selalu mengikuti 
serta melekat pada manusia bermasyarakat. Hukum mempunyai fungsi: menertibkan 
dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah 
yang timbul, dapat diuraikan lebih lanjut bahwa fungsi hukum terdiri dari (R. Soeroso, 
2006, hlm. 54):
a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat
Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam 
masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga 
memberi petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Begitu pula 
hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.
b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin
•	 Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang
•	 Hukum mempunyai sifat memaksa 
•	 Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan Psikologis
Karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat, maka hukum yang dapat 
memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.
c. Sebagai penggerak pembangunan
Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau di daya gunakan 
untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa 
masyarakat ke arah yang lebih maju dan lebih baik.
d. Fungsi kritis hukum
Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H dalam bukunya pengantar ilmu hukum, mengatakan: 
“Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahawa hukum mempunyai 
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fungsi kritis, iaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada 
masyarakat dan aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum 
termasuk di dalamnya”.
Negara Indonesia sebagai negara hukum memberikan pengertian bahawa segala 
tindak-tanduk dan sikap tata laku setiap warga negara mahupun pemimpin harus 
didasarkan oleh hukum. Konsekuensi inilah yang harus dijalankan sebagai negara 
yang menamakan dirinya sebagai negara hukum. Hukum dibuat dimaksudkan untuk 
mengatur dan menertibkan masyarakat walaupun sering pada implementasinya belum 
secara sempurna dapat dilakukan. 
Negara hukum ada bukan untuk negara hukum itu sendiri, melainkan untuk menjadi 
rumah yang membahagiakan bagi penghuninya (Satjipto Raharjo, 2009, hlm. 3). 
Maka selain memiliki fungsi dalam masyarakat, hukum juga memiliki tujuan yang 
hendak dicapai sebagai penjabaran mengapa hukum harus ada di dalam kehidupan 
masyarakat, berikut ini beberapa tujuan hukum yang dikemukakan oleh ahli-ahli 
hukum (R. Soeroso, 2006, hlm. 56):
1. Dr. Wirjono Prodjodikoro. S.H, Dalam bukunya “Perbuatan Melanggar Hukum”. 
Mengemukakan bahwa tujuan Hukum adalah mengadakan keselamatan, 
kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Ia mengatakan bahawa 
masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka 
ragam. Wujud dan jumlah kepentingannya tergantung pada wujud dan sifat 
kemanusiaan yang ada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing. 
Hawa nafsu masing-masing menimbulkan keinginan untuk mendapatkan 
kepuasan dalam hidupnya sehari-hari dan supaya segala kepentingannya 
terpelihara dengan sebaik-baiknya. Untuk memenuhi keinginan-keinginan 
tersebut timbul berbagai-bagai usaha untuk mencapainya, yang mengakibatkan 
timbulnya bentrokan-bentrokan antara berbagai-bagai macam kepentingan 
anggota masyarakat. Akibat bentrokan tersebut masyarakat menjadi goncang 
dan kegoncangan ini harus dihindari. Menghindarkan kegoncangan dalam 
masyarakat inilah sebetulnya maksud daripada tujuan hukum, maka hukum 
menciptakan pelbagai hubungan tertentu dalam hubungan masyarakat.
2. Prof. Subekti, S.H -- Menurut Prof. Subekti SH keadilan berasal dari Tuhan YME 
dan setiap orang diberi kemampuan, kecakapan untuk meraba dan merasakan 
keadilan itu. Dan segala apa yang di dunia ini sudah semestinya menimbulkan 
dasar-dasar keadilan pada manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya 
mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu 
sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan 
keadilan tersebut dengan “Ketertiban“ atau “Kepastian Hukum“.
3. Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het 
Nederlanse Recht”, Apeldoorn menyatakan bahawa tujuan Hukum adalah 
mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai 
kedamaian Hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan 
perimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain dan 
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setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. 
Pendapat Van Apeldoorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara 2 teori tujuan 
hukum, Teori Etis dan Utilitis.
1. Aristoteles dalam Bukunya “Rhetorica” mencetuskan teorinya bahawa tujuan 
hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan 
oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan 
tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah 
keadilan dengan memberikan tiap-tiap orang apa yang berhak dia terima yang 
memerlukan peraturan sendiri bagi tiap-tiap kasus. Apabila ini dilaksanakan 
maka tidak akan ada habisnya. Oleh karenanya Hukum harus membuat apa 
yang dinamakan “Algemeene Regels” (Peratuaturan atau ketentuan-ketentyuan 
umum). Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan 
kepastian Hukum, meskipun pada sewaktu-waktu dapat menimbulkan 
ketidakadilan.
2. Jeremy Bentham dalam Bukunya “Introduction to the morals and negismation”, 
ia mengatakan bahawa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah pada 
orang. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah pada orang 
banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Di sini kepastian 
melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama dari Hukum.
3. Mr. J.H.P. Bellefroid menggabungkan dua pandangan ekstrim tersebut. 
Ia menggabungkan dalam bukunya “Inleiding tot de Rechts wetenshap in 
Nederland” bahawa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, ialah asas 
keadilan dan faedah.
4. Prof. Mr. J van Kan berpendapat bahawa hukum bertujuan menjaga kepentingan 
tiap-tiap manusia agar kepentingan itu tidak dapat diganggu. Di sini jelaslah 
bahawa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat 
dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim 
sendiri. Tetapi, tiap-tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan 
berdasarkan hukum yang berlaku.
Beberapa pendapat di atas jika dirangkum menurut penulis dapat menghasilkan satu 
rumusan bahawa hukum bertujuan untuk mewujudkan keselamatan, kebahagiaan, 
keadilan dan tata tertib dalam masyarakat.
PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT
Perhatian pertama dalam pengertian Peranan hukum pada perubahan sosial adalah 
pada masalah definisi.  Apa perubahan sosial itu? Istilah “perubahan” (change) dalam 
pengertian sehari-hari, sering diartikan dengan longgar sebagai sesuatu yang ada tetapi 
sebelumnya tidak ada, atau hilangnya atau terhapusnya sesuatu walaupun sebelumnya 
ada.  
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Namun tidak semua perubahan adalah perubahan sosial. Banyak perubahan dalam 
kehidupan yang cukup kecil dan dianggap tak berarti (trivial), walaupun kadang-
kadang hal-hal yang kecil tersebut bila dikumpulkan akan menjadi hal yang besar 
dan berarti (substantial).  Dalam pengertiannya yang paling konkret, perubahan sosial 
berarti kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan hubungan-
hubungan kelompok yang berbeza dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa 
yang telah orang tuanya lakukan sebelumnya.
Masyarakat adalah suatu jaringan kompleks dari pola-pola hubungan di mana semua 
orang berpartisipasi dengan derajat keterkaitannya masing-masing. Hubungan-
hubungan ini berubah dan perilaku juga berubah pada saat yang sama.  Individu-
individu dihadapkan dengan situasi baru yang harus mereka respons.  Situasi-situasi 
ini merefleksikan faktor-faktor tertentu seperti teknologi, cara baru untuk mencari 
penghasilan, perubahan tempat domisili, dan inovasi baru, ide baru, serta nilai-
nilai baru. Sehingga, perubahan sosial adalah perubahan bagaimana orang bekerja, 
membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menata dirinya sendiri, dan 
mencari arti yang lebih dari kehidupannya. Perubahan sosial juga bisa berarti suatu 
restrukturisasi dalam cara-cara dasar di mana orang di dalam masyarakat terlibat satu 
dengan lainnya mengenai pemerintahan,  pergaulan sosial, ekonomi, pendidikan, 
teknologi, agama, kehidupan keluarga, rekreasi, bahasa, dan aktivitas-aktivitas lainnya 
(http://mjrsusi.wordpress.com/2007/12/14/hukum-dan-perubahan-sosial/).
Definisi perubahan sosial menurut beberapa ahli sosiologi14:
a. Selo Soemarjan, bahawa kiranya dapatlah dirumuskan bahawa perubahan-
perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan yang terjadi pada 
lembaga-lembaga sosial di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi 
sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola 
perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari perumusan 
tersebut kiranya menjadi jelas bahawa tekanan diletakkan pada lembaga-
lembaga sosial sebagai himpunan kaedah-kaedah dari segala tingkatan yang 
berkisar pada keperluan-keperluan pokok manusia, perubahan-perubahan mana 
kemudian mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat.
b. William F.Ogburn mengemukakan bahawa “ruang lingkup perubahan-perubahan 
sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material mahupun yang 
immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan 
material terhadap unsur-unsur immaterial”. 
c. Kingsley Davis mengartikan “perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan 
yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat”. 
d. MacIver mengatakan “perubahan-perubahan sosial merupakan sebagai 
perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai 
perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial”. 
14  Lihat http://mjrsusi.wordpress.com/2007/12/14/hukum-dan-perubahan-sosial/
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e. JL.Gillin dan JP.Gillin mengatakan “perubahan-perubahan sosial sebagai 
suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-
perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, 
ideologi mahupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru 
dalam masyarakat”. 
f. Samuel Koenig mengatakan bahawa “perubahan sosial menunjukkan pada 
modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia”. 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi 
dalam struktur masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosial, Perubahan sosial 
dalam masyarakat adalah suatu produk dengan berbagai faktor, dan dalam banyak hal, 
hubungan antar faktor-faktor tersebut. Selain faktor hukum, ada beberapa mekanisme 
perubahan lainnya, seperti faktor-faktor teknologi, ideologi, kompetisi, konflik, 
ekonomi, dan politik, serta masalah struktural (structural strains). Semua mekanisme 
tersebut dalam kebanyakan hal saling berhubungan (http://mjrsusi.wordpress.
com/2007/12/14/hukum-dan-perubahan-sosial/).
Karakteristik Perubahan Sosial
Perubahan Sosial memiliki beberapa karakteristik iaitu15:
a. Pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur 
immaterial. 
b. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. 
c. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai 
perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial. 
d. Suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-
perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, 
ideologi mahupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru 
dalam masyarakat. 
e. Modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia 
f. Segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu 
masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-
nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 
Bentuk-bentuk Perubahan 
Perubahan lambat dan perubahan cepat 
Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang lama, rentetan-rentetan 
perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan evolusi. Pada 
evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. 
Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri 
15  http://ikaribajuwanita.files.wordpress.com/2012/05/perubahan-sosial.pdf
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dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul 
sejalan pertumbuhan masyarakat. 
Macam-macam teori evolusi16:
1. Unilenear theories of evolution. Teori ini pada pokoknya berpendapat bahawa 
manusia dan masyarakat (termasuk kebudayaannya) mengalami perkembangan 
sesuai dengan tahap-tahap tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana, 
kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna. 
2. Universal theory of evolution menyatakan bahawa perkembangan masyarakat 
tidaklah perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Teori ini mengemukakan 
bahawa kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu. 
3. Multilined theories of evolution. Teori ini lebih menekankan pada penelitian-
penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi 
masyarakat. 
Sementara itu perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat dan 
menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Secara 
sosiologis agar suatu revolusi dapat terjadi, maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu 
antara lain: 
1. Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. 
2. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu 
memimpin masyarakat tersebut. 
3. Pemimpin diharapkan dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat 
untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi menjadi 
program dan arah gerakan. 
4. Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. 
5. Harus ada momentum iaitu saat di mana segala keadaan dan faktor sudah tepat 
dan baik untuk memulai suatu gerakan. 
Perubahan kecil dan perubahan besar 
Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur 
sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau yang berarti bagi masyarakat. 
Perubahan mode pakaian, misalnya, tidak akan membawa pengaruh apa-apa bagi 
masyarakat dalam keseluruhannya, karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan 
pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sedangkan perubahan besar adalah 
perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial iaitu membawa 
pengaruh besar pada masyarakat. 
16  Ibid
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Perubahan yang dikehendaki (intended-change) atau perubahan yang direncanakan 
(planned-chage) dan perubahan yang tidak dikehendaki (unitended-change) atau 
perubahan yang tidak direncanakan (unplanned-change).
Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang 
diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang 
hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki 
perubahan dinamakan agen of chage iaitu seseorang atau sekelompok orang yang 
mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga 
kemasyarakatan. Sedangkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak 
direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki atau 
berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan 
timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. 
Perubahan Struktur dan Perubahan Proses 
Perubahan struktural iaitu perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan 
reorganisasi dalam masyarakat. Misalnya penggunaan alat-alat yang canggih pada 
perkebunan. Sedangkan perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak 
mendasar. Perubahan tersebut merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. 
Contohnya revisi pasal-pasal Undang-undang Dasar. Sifatnya menyempurnakan 
kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pasal-pasal dalam undang-undang.
Proses Perubahan Sosial 
a. Penemuan baru (discovery) iaitu penemuan merupakan persepsi manusia yang 
dianut secara bersama, mengenai suatu aspek kenyataan yang semula sudah 
ada. 
b. Invensi (Invention) iaitu suatu kombinasi baru/ cara penggunaan baru dari 
pengetahuan yang sudah ada. 
c. Difusi (difution) iaitu penyebaran unsur-unsur budaya dari suatu kelompok ke 
kelompok lainnya. 
Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial
Apabila ditelaah dengan lebih mendalam perihal yang menjadi sebab terjadinya 
suatu perubahan dalam masyarakat, maka pada umumnya dapatlah dikatakan bahawa 
faktor yang dirubah mungkin secara sadar, mungkin pula tidak merupakan faktor 
yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Adapun sebabnya masyarakat merasa 
tidak puas lagi terhadap suatu faktor tertentu adalah mungkin karena ada faktor baru 
yang lebih memuaskan, sebagai pengganti faktor yang lama. Mungkin juga bahawa 
perubahan diadakan oleh karena terpaksa diadakan penyesuaian diri terhadap faktor-
faktor lain yang telah mengalami perubahan-perubahan terlebih dahulu.
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Pada umumnya dapatlah dikatakan bahawa sebab-sebab terjadinya perubahan-
perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat-masyarakat itu sendiri, dan ada 
yang letaknya di luar masyarakat tersebut, iaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari 
masyarakat lain, atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari pada 
masyarakat itu sendiri adalah antara lain, bertambah atau berkurangnya penduduk, 
penemuan-penemuan baru, pertentangan dan terjadi revolusi. Suatu perubahan sosial 
dapat pula bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut 
misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh 
kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya.
Di samping faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial 
tersebut di atas, kiranya perlu juga disinggung faktor-faktor yang mempengaruhi 
jalannya proses perubahan sosial, iaitu faktor-faktor yang mendorong serta yang 
menghambat. Di antara faktor-faktor yang mendorong dapatlah disebutkan kontak 
dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap pola-pola 
perikelakuan yang menyimpang, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, penduduk 
yang heterogin, dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Daya 
pendorong tersebut dapat berkurang karena adanya faktor-faktor yang menghambat, 
seperti kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain, perkembangan 
ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisionalistis, adanya 
kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat sekali, rasa takut akan terjadinya 
kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau 
asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan mungkin juga adat istiadat.17
Faktor Penyebab Perubahan Sosial 
Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial terjadi oleh karena anggota masyarakat 
pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupannya yang 
lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana penghidupan yang 
lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi keperluan hidup yang baru. Selo 
Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mengatakan bahawa secara umum penyebab 
dari perubahan sosial budaya dibezakan atas dua golongan besar, iaitu: 
a. Perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. 
b. Perubahan yang berasal dari luar masyarakat. 
Secara jelas akan dipaparkan di bawah ini: 
a. Perubahan yang berasal dari masyarakat. 
1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. 
Perubahan jumlah penduduk merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial, seperti 
pertambahan atau berkurangnya penduduk pada suatu daerah tertentu. Bertambahnya 
17  Ibid
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penduduk pada suatu daerah dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, 
terutama mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sementara pada daerah lain 
terjadi kekosongan sebagai akibat perpindahan penduduk tadi. 
2. Penemuan-penemuan baru 
Penemuan-penemuan baru akibat perkembangan ilmu pengetahuan baik berupa 
teknologi mahupun berupa gagasan-gagasan menyebar kemasyarakat, dikenal, diakui, 
dan selanjutnya diterima serta menimbulkan perubahan sosial. 
Menurut Koentjaraningrat faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencari 
penemuan baru adalah sebagai berikut: 
i. Kesadaran dari orang perorangan karena kekurangan dalam 
kebudayaannya. 
ii. Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan. 
iii. Perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat. 
3. Pertentangan (konflik) dalam masyakat 
Pertentangan dalam nilai dan norma-norma, politik, etnis, dan agama dapat 
menimbulkan perubahan sosial budaya secara luas. Pertentangan individu terhadap 
nilai-nilai dan norma-norma serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan 
menimbulkan perubahan bila individu-individu tersebut beralih dari nilai, norma dan 
adat istiadat yang telah diikutinya selama ini. 
4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi 
Pemberontakan atau revolusi dapat merombak seluruh aspek kehidupan sampai pada 
hal-hal yang mendasar seperti yang terjadi pada masyarakat Inggeris, Perancis, Rusia 
dan Indonesia
b. Perubahan yang berasar dari luar masyarakat. 
1. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar 
manusia. 
Menurut Soerjono Soekanto sebab yang bersumber pada lingkungan alam fisik yang 
kadang-kadang disebabkan oleh tindakan para warga masyarakat itu sendiri. Misalnya, 
penebangan hutan secara liar oleh segolongan anggota masyarakat memungkinkan 
untuk terjadinya tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. 
2. Peperangan 
Peperangan yang terjadi dalam satu masyarakat dengan masyarakat lain menimbulkan 
berbagai dampak negatif yang sangat dahsyat karena peralatan perang sangat canggih.
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3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.
 
 Adanya interaksi langsung antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya 
akan menyebabkan saling pengaruh. Selain itu pengaruh dapat berlangsung 
melalui komunikasi satu arah yakni komunikasi masyarakat dengan media-
media massa. Ada empat tipe respons psikologis individu terhadap cross-
cultural contact: 
 Pertama, tipe passing iaitu individu menolak kebudayaan yang asli dan 
mengadopsi kebudayaan yang baru. Kedua, tipe chauvinist iaitu individu 
menolak sama sekali pengaruh-pengaruh asing. Ketiga, tipe marginal iaitu 
respons yang terombang ambing di antara kebudayaan asli dengan kebudayaan 
asing. Keempat, mediating yaitu individu dapat menyatukan bermacam-macam 
identitas budaya.
PERANAN HUKUM DALAM PERUBAHAN SOSIAL
Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh 
karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat 
itu sendiri (sebab intern) mahupun luar masyarakat tersebut (sebab extern). Sebagai 
sebab-sebab intern antara lain: pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, 
penemuan-penemuan baru, pertentangan (conflict) atau karena terjadinya revolusi. 
Sedangkan sebab-sebab extern iaitu: mencakup sebab-sebab yang terjadi di lingkungan 
alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan lain-lain (Soerjono 
Soekanto, 1988, hlm. 99). Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu 
masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, atau 
telah mempunyai sistem pendidikan yang maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, 
penduduk yang heterogen  serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu 
dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial.
Di dalam proses perubahan hukum (hukum yang tertulis) pada umumnya dikenal 
adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum, iaitu badan-badan pembentuk hukum, 
badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Adanya badan-
badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan peradilan yang menegakkan 
hukum serta badan-badan pelaksana yang menjalankan hukum, merupakan ciri-ciri 
yang terdapat pada negara-negara moden. Pada masyarakat sederhana, ketiga fungsi 
tersebut mungkin berada di tangan satu badan tertentu atau diserahkan pada unit-unit 
terpenting dalam masyarakat seperti misalnya keluarga luas.
Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya, 
tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu 
perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari 
masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya terjadi. Apabila 
terjadi hal demikian, maka terjadilah suatu social lag yaitu suatu keadaan di mana 
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terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan 
yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. 
Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau sebaliknya, 
terjadi oleh karena pada hakikatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam suatu 
masyarakat bahawa terdapat perbezaan antara pola-pola perikelakuan yang diharapkan 
oleh kaedah-kaedah hukum dengan pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh 
kaedah-kaedah sosial lainnya. Hal ini terjadi oleh karena hukum pada hakikatnya 
disusun atau disahkan oleh sebahagian kecil  dari masyarakat yang pada suatu ketika 
mempunyai kekuasaan atau kewenangan. Suatu keadaan yang menunjukkan bahawa 
hukum tertinggal oleh perkembangan bidang-bidang lainnya, sering kali menimbulkan 
hambatan-hambatan terhadap bidang-bidang tersebut. Tertinggalnya kaedah-kaedah 
hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu disorganisasi, iaitu suatu keadaan 
di mana kaedah-kaedah lama telah berpudar, sedangkan kaedah-kaedah baru sebagai 
penggantinya belum disusun atau dibentuk. 
Keadaan tersebut selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya anomie, iaitu suatu 
keadaan yang kacau, oleh karena tidak adanya pegangan bagi para warga masyarakat 
untuk mengukur perubahan sosial yang terjadi.
Hukum sebagai Instrumen Perubahan Sosial 
Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor 
perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan 
dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. 
Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di 
bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk 
mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih 
dahulu, dinamakan social engineering atau social planning (Soerjono Soekanto, 1988, 
hlm. 107). Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung 
di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang 
menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warganegara mempunyai pengaruh secara 
tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial.
Di dalam berbagai-bagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap 
lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahawa terdapat hubungan 
yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Suatu kaedah 
hukum yang menetapkan bahawa seorang pengedar narkotika dapat dihukum mati 
mempunyai pengaruh langsung terhadap terjadinya perubahan-perubahan sosial, 
sebab tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola-pola perikelakuan dan hubungan-
hubungan antara warga masyarakat. Pengalaman-pengalaman di Negara-negara lain 
dapat membuktikan bahawa hukum, sebagaimana halnya dengan bidang-bidang 
kehidupan lainnya dipergunakan sebagai alat untuk mengadakan perubahan sosial. 
Misalnya di Tunisia, maka sejak diperlakukannya Code of Personal Status pada tahun 
1957, seorang wanita yang telah dewasa, mempunyai kemampuan hukum untuk 
menikah tanpa harus di dampingi oleh seorang wali.
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Kiranya dapat dikatakan bahawa kaedah-kaedah hukum sebagai alat untuk mengubah 
masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang 
dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. Dengan perubahan-
perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan 
yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai 
pelopor masyarakat. Dan dalam masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi 
memegang peranan penting tindakan-tindakan sosial, mahu tidak mahu harus 
mempunyai dasar hukum untuk mengesahkannya. Oleh sebab itu, apabila pemerintah 
ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara 
terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk 
menentukan dan membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaedah hukum mendorong 
terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk badan-badan yang secara 
langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang 
sosial, ekonomi, dan politik (Junaidi Maulana, 23 Februari 2013).
Ada banyak ilustrasi historis di mana pengundangan dan implementasi hukum telah 
digunakan untuk memulai perubahan sosial besar di dalam masyarakat.  Dengan 
bantuan para ahli hukum Romawi, pernyataan bahawa hukum sebagai instrumen 
perubahan sosial telah menjadi jelas secara konseptual. “Konversi Romawi dari 
republik menjadi kekaisaran tidak dapat dilakukan kecuali melalui cara-cara dekrit 
hukum eksplisit yang ditekankan oleh doktrin kedaulatan kekaisaran“.  Sejak zaman 
Romawi, perubahan sosial yang besar dan mobilitas sosial hampir selalu melibatkan 
penggunaan hukum dan litigasi.  
Ada beberapa ilustrasi tentang ide hukum, jauh dari hanya sekadar refleksi dari realitas 
sosial, tapi juga merupakan alat yang canggih (powerful) untuk “menghasilkan“ 
(accomplishing) realitas, iaitu, dengan memodelkannya atau membuatnya 
terjadi.  Secara umum telah diakui, di samping ide-ide Marx, Engels, dan Lenin, 
bahawa hukum adalah suatu fenomena besar dari masyarakat kelas borjuis yang hilang 
bersama datangnya revolusi, Uni Soviet telah sukses dalam membuat perubahan-
perubahan besar di dalam masyarakat melalui penggunaan hukum.  Baru-baru ini, 
usaha-usaha dari Nazi Jerman dan kemudian oleh negara-negara Eropa Timur untuk 
membuat perubahan sosial besar melalui manipulasi hukum adalah ilustrasi dari 
keefektivan hukum untuk memulai perubahan sosial (Junaidi Maulana, 23 Februari 
2013).
Dalam masyarakat moden, peranan hukum dalam perubahan sosial lebih daripada 
hanya interest teoritis saja.  Dalam banyak bidang kehidupan sosial, seperti 
pendidikan, hubungan rasial, perumahan, transportasi, penggunaan energi, dan 
perlindungan lingkungan, hukum telah disandari sebagai instrumen perubahan yang 
penting.  Di Amerika Serikat, hukum telah digunakan sebagai mekanisme utama 
untuk meningkatkan posisi politik dan sosial kaum kulit hitam (blacks). Sejak 
tahun 1960, pengadilan dan Kongres telah membatalkan sistem kasta rasial yang 
termaktub (embedded) di dalam hukum dan yang telah dipraktekkan selama beberapa 
generasi.  Orde lama telah disapu bersih oleh legislasi, termasuk Undang-Undang 
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Persamaan Hak tahun 1964 (Civil Rights Act of 1964) dan Undang-Undang Hak 
Pemilihan tahun 1965 (Voting Rights Act of 1965), diikuti dengan komitmen milyaran 
dollar untuk program kesejahteraan sosial.  Dalam waktu yang relatif singkat, kebijakan 
ini telah menghasilkan perubahan-perubahan yang besar.  Sebagai contoh, usaha-usaha 
untuk memperluas peluang pendidikan telah memperkecil secara drastis jurang level 
pendidikan antara kulit hitam dan kulit putih.  Pendaftaran mahasiswa kulit hitam, 
sebagai contoh, telah meningkat 4 kali lipat sejak tahun 1965, dan satu juta orang 
mahasiswa kulit hitam saat ini mewakili 11 peratus dari jumlah seluruh mahasiswa 
di negara ini, dibandingkan dengan 4.8 peratus pada tahun 1965. Selama generasi 
yang lalu, partisipasi politik dari warga kulit hitam telah meningkat tajam.  Saat ini 
terdapat 4.500 orang kulit hitam terpilih dalam jabatan publik (hold elected offices) 
dari anggota Kongres sampai Walikota, atau naik 45 kali lipat sejak tahun 1954 (U.S. 
News & World Report, 1979:59). Namun, sangat salah untuk mengasumsikan bahwa 
perubahan yang sama telah terjadi di bidang (domain) lainnya. Sebagai contoh, sejak 
tahun 1964, median penghasilan keluarga kulit hitam hanyalah antara 54-62 peratus 
daripada kulit putih.18
Begitu pula di negara-negara Eropa Timur, hukum telah menjadi instrumen penting 
untuk mentransformasikan masyarakat sejak Perang Dunia II dari masyarakat 
borjuis ke masyarakat sosialis. Perundangan hukum telah memulai dan meligitimasi 
pengaturan ulang dalam hal properti (hak rumah, tanah) dan hubungan kekuasaan, 
mentransformasikan institusi sosial dasar seperti pendidikan dan pelayanan kesihatan, 
dan membuka jalan raya baru untuk mobilitas sosial bagi segmen besar dari populasi. 
Legislasi telah mengarahkan pengaturan kembali produksi pertanian dari kepemilikan 
peribadi ke pertanian kolektif, pembuatan kota-kota baru, dan pengembangan ala 
sosialis dari ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi.  Perubahan-perubahan ini, 
pada gilirannya akan mempengaruhi nilai-nilai, kepercayaan, pola sosialisasi, dan 
struktur hubungan sosial. 
Ada beberapa cara untuk mempertimbangkan peranan hukum dalam perubahan 
sosial. Dalam suatu artikelnya yang sangat berpengaruh, “Hukum dan Perubahan 
Sosial”, membezakan antara aspek tak langsung dan aspek langsung dari hukum dalam 
perubahan sosial. Hukum memainkan peranan tak langsung dalam perubahan sosial 
dengan membentuk berbagai institusi sosial, yang pada gilirannya mempunyai dampak 
langsung terhadap masyarakat”. Ia menggunakan ilustrasi sistem wajib belajar yang 
memainkan peranan penting tidak langsung dalam perubahan dengan memperkuat 
operasi institusi-institusi pendidikan, yang pada gilirannya akan memainkan peranan 
langsung dalam perubahan sosial.  
Ini menekankan bahawa hukum berinteraksi secara langsung dalam banyak kasus 
dengan institusi-institusi sosial, membentuk adanya hubungan langsung antara hukum 
dan perubahan sosial. Sebagai contoh, hukum yang diundangkan untuk melarang 
poligami mempunyai pengaruh besar langsung terhadap perubahan sosial, dengan 
tujuan utamanya perubahan dalam pola-pola perilaku yang penting. 
18  Op.cit, www. mjrsusi.wordpress.com.
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Hukum berfungsi sebagai pengaruh tidak langsung terhadap perubahan sosial pada 
umumnya dengan mempengaruhi kemungkinan-kemungkinan perubahan dalam 
berbagai-bagai institusi sosial.  Sebagai contoh, adanya hukum patent yang melindungi 
hak-hak dari penemu (inventors) untuk mendukung penemuan (inventions), dan 
perubahan lebih lanjut dalam lembaga-lembaga teknologi, yang pada gilirannya akan 
membawa sejenis perubahan sosial.19
Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perubahan Sosial
Hukum sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang 
ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam 
bidang ini adalah jika hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata 
tidak efektif dalam pelaksanaannya.
Gejala-gejala tersebut akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi 
halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak 
hukum, para pencari keadilan (justitiabelen), mahupun golongan-golongan lain di 
dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi karena merupakan 
suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa 
mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, 
maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Perlu 
diketahui batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah 
atau mengatur perikelakuan warga masyarakat). Sebab, sarana yang ada membatasi 
pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana yang tepat untuk 
digunakan. Adanya alat-alat  komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi 
penyebaran serta perlembagaan hukum. Komunikasi tersebut dilakukan secara formal, 
iaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Ada pula tata cara 
informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang dinamakan difusi, iaitu penyebaran 
dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan (Junaidi 
Maulana, 23 Februari 2013).
Menurut Juanidi (23 Februari 2013), proses difusi dapat dipengaruhi oleh:
a. Pengakuan, bahawa unsur kebudayaan yang bersangkutan (dalam hal ini hukum) 
mempunyai kegunaan;
b. Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin 
merupakan pengaruh negatif ataupun positif;
c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh 
masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama;
19  Ibid
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d. Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarluaskan hukum, 
mempengaruhi efektivitas hukum di dalam mengubah serta mengatur 
perikelakuan warga-warga masyarakat.
Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana 
pengatur atau pengubah perikelakuan. Untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah 
yang berkaitan dengan penggunaan hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan. 
Terutama, masalah yang bersangkut paut dengan tata cara komunikasi, maka perlu 
dibicarakan perihal struktur penentuan pilihan pada manusia, sarana-sarana yang 
ada untuk mengadakan social engineering melalui hukum, hubungan antara hukum 
dengan perikelakuan, dan sebagainya.
Hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilihan-pilihan para pemegang 
peranan melalui aturan-aturan serta sarana-sarana untuk mengusahakan konformitas 
(antara lain, berwujud sanksi). Junaidi Maulana (23 Februari 2013), proses tadi 
berjalan dengan cara: 
a. Penetapan kaedah-kaedah hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang peranan;
b. Perumusan tugas-tugas penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan 
positif atau negatif, sesuai dengan kepatuhan atau pelanggaran terhadap 
kaedah-kaedah hukum.
Hans Kelsen hanya menguraikan pada hubungan antara kaedah-kaedah hukum 
tersebut. Maka diperlukan kerangka yang lebih luas yang mungkin lebih banyak 
mempertimbangkan masalah-masalah di sekitar penegak hukum subyek-subyek 
hukum lainnya. 
Untuk keperluan itu, menurut Junaidi Maulana (23 Februari 2013) dapat dikemukakan 
melalui langkah-langkah atau tahap-tahap yang didasarkan pada hipotesis-hipotesis 
sebagai berikut:
1. Para pemegang peranan akan menentukan pilihannya, sesuai dengan anggapan-
anggapan ataupun nilai-nilai mereka terhadap realitas yang menyediakan 
kemungkinan-kemungkinan untuk memilih dengan segala konsekuensinya.
2. Salah satu di antara faktor-faktor yang menentukan kemungkinan untuk 
menjatuhkan pilihan adalah perikelakuan yang diharapkan oleh masyarakat.
3. Harapan terhadap peranan-peranan tertentu dirumuskan oleh kaedah-kaedah.
4. Kaedah-kaedah hukum adalah kaedah-kaedah yang dinyatakan oleh para 
pelopor perubahan atau mungkin juga oleh masyarakat pelaku dan pelaksana 
perubahan.
5. Kaedah-kaedah hukum yang bertujuan untuk mengubah dan mengatur 
perikelakuan dapat dilakukan dengan cara-cara meliputi: pertama, melakukan 
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imbalan-imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh mahupun 
melanggar kaedah hukum; kedua, merumuskan tugas-tugas penegak hukum 
untuk bertindak sedemikian rupa; ketiga, mengubah perikelakuan pihak ketiga 
yang dapat mempengaruhi perikelakuan pemegang peranan yang mengadakan 
interaksi; eempat, mengusahakan perubahan pada persepsi, sikap, dan nilai 
pemegang peranan (Junaidi Maulana, 23 Februari 2013).
KESIMPULAN
1. Ketertiban dan Keadilan sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta 
objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. 
Mengingat bahawa kita tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia 
tanpa atau di luar masyarakat, maka manusia, masyarakat dan hukum merupakan 
pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
2. Perubahan sosial dalam masyarakat adalah suatu produk hasil dari interaksi 
berbagai faktor, hubungan antar faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu 
perubahan dalam pola kehidupan masyarakat. Selain faktor hukum, ada 
beberapa mekanisme perubahan lainnya, seperti faktor-faktor teknologi, 
ideologi, kompetisi, konflik, ekonomi, dan politik, serta masalah struktural 
(structural strains).  Semua mekanisme tersebut dalam kebanyakan hal saling 
berhubungan.
3. Peranan Hukum dalam Perubahan Sosial yang terjadi dalam Masyarakat ada 
dua peran penting iaitu, sebagai:
a. Hukum sebagai Instrumen Perubahan Sosial 
b. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perubahan Sosial
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